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BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR /2 TAHUN 2024

TENTANG

PEDO
MAN PENYUSUTAN ARSIP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MERANGIN

D
ENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

b
8hwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan
Daerah Kabu.

Per paten Mt?rang‘m Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Bupah %gam&n Kearsipan, maka perlu menetapkan Peraturan

Poma® entang Pedoman Penyusutan Arsip dilingkungan

- N rintah Daerah Kabupaten Merangin.

A U“dang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonom Kabupaten ~dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat Il Tanjung Jabung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo,
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjun;

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia T
Nomor 182, Tambahan Lembaran Negar:
Indonesia 3903), sebagaimana telah diub
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentan
Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun |
Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kab
Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Ta
Timur (Lembaran Negara Republik Indone:
Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara R
Nomor 3969);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 te:
(Lembaran Negara Republik _Indon
Nomor 152, Tambahan Lembas
Indonesia Nomor 5071);




Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tenti;;lg‘
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara g
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
5 ?&m Republik Indonesia Nomor 5679);

* reraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang
Penyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun_ 1979 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
X Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Penyerahan dan Pemusnahan Dokumen Perusahaan

g-;f:baran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Or 194, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3912);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012

3 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);

- Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
K:por 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan

1P;

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah  (Lembaran Daerah Kabupaten = Merangin
Tahun 2016 Nomor 10,

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah
Merangin Tahun 2021 Nomor 5 );

10.

MEMUTUSKAN :
etapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PE
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MERANGIN.

BAB1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud d
1. Daerah adalah Kabupaten Merangin.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati
penyelenggara Pemerintahan Daerah ‘
pelaksanaan ~ urusan pemerintahan
kewenangan daerah otonom.
Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan

o



. Pencipta al'Slp adalah plhak yang mcmpunyai kemandlnan
dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan
tanggungjawab dibidang pengelolaan arsip dinamis.
: Lcmb.a.ga Kearsipan Daerah adalah lembaga yang
?:;nﬂ;kl tugas, fungsi dan tanggungjawab di bidang'
Pen;g:r;l,aan arsip statis dan pembinaan kearsipan di
% Uois Ktah Paerah Kabupaten Merangin.
Daerahear sipan adalah unit kerja pada Perangkat
Fio yang mempunyai tugas dan tanggungjawab
o pzzﬂyialenggaraan kearsipan.
Sadii merg: ah adalah satuan kerja pada pencipta arsip
iy ag“.nyal tugas dan tanggung jawab mengolah
peht . yang berkaitan dengan kegiatan
e 'Ptaan arsip di lingkungannya.
berllfag:idi}:hm;ekaman lfegiatan atau peristiwva dalam
teknologi ur:f dtfn media sesuafi dc?ngan perkembangan
dithciiag, ole;:rmlam dan komunikasi yang dibuat dan
lembaga g embaga negara, pemerintahan daerah,
ki Pe;l dikan, perusahaan, organisasi politik,
T el::?garakatan, dan perseorangan dalam
Bt upan bermasyarakat, berbangsa, dan
10. lc’;l:a;:n D:;:ir:::;dalah- arsip yang digu'nz.a.kan secara l@gsmg
S pencipta arsip dan disimpan selama jangka
11. Arsip Vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan
persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta

arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidakdapat tergantikan
apabila rusak atau hilang.
12. Arsip Aktif adalah arsip yang frekuensi pengg
dan/atau terus menerus. 4
13. Arsip Inaktif adalah arsip yang frekuensi per
telah menurun. ;
14. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh
karena memiliki nilai guna kesejarahan,
retensinya, dan berketerangan dipermanenk
diverifikasi baik secara langung maupun tid
Arsip Nasional Republik Indonesia dan
kearsipan. :
15. Penyusutan Arsip adalah kegiatan penguran
dengan cara pemindahan arsip dari unit |
kearsipan, pemusnahan arsip yang tidak m
dan penyerahan arsip statis kepada lembag
16. Dafttar Arsip adalah sebuah daftar yang se
memuat pencipta arsip, unit pengolah, X
Klasifikasi, uraian informasi arsip, k
keterangan.




17. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah
yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu
Penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang
bFrisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip
dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang
dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan
Penyelamatan arsip.
Pem“.‘d"ha" arsip adalah akegiatan memindahkan arsip
naktif dari unit pengolah ke unit kearsipan berdasarkan
19.J1::r: al retensi arsip lembaga pencipta.
inak‘:;nahan arsip adalah kegiatan memusnahkan arsip
fobena; yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa
l‘etensfnya dan berketerangan dimusnahkan berdasar jadwal
! arsip, tidak ada peraturan undang-undang yang
mClaran

g, d&n ﬁd 1 H
St erir ak berkaitan dengan penyelesaian proses

20. Penilaian :
]en] 3 arsip adalah menentukan masa simpan dan nasib

mform:{'ﬁp dilihat dari aspek fungsi dan substansi
&% Sinya, serta karakteristik/ nilai instrinsiknya yang
. melalui langkah-langkah teknis pengaturan secara
Sistematis dalam unit informasi.
Peng.rerahan arsip statis adalah proses penyerahan arsip
Staf-"s dari Lembaga Negara, Perangkat Daerah, Organisasi
Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Pendidikan
dan  Perusahaan yang memperoleh anggaran negara
dan/atau bantuan luarnegeri kepada Lembaga Kearsipan
Pemerintah Daerah.
Unit Kearsipan 1 adalah Lembaga Kearsipan Pemerintah
Daerah Kabupaten Merangin.
23.Unit Kearsipan Il adalah Unit Kearsipan Pe
khusus Sekretariat Daerah kabupaten M
Bagian Umum.
24.Unit Kearsipan III adalah Unit Kearsipan
Pelaksana Teknis Badan/ Dinas Pe
Kabupaten Merangin.

18.

21

22,

BAB II
PENYUSUTAN ARSIP
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Penyusutan arsip dilakukan oleh pencipta
() {pan,}usum arsip yang series arsipnya
JRA disusutkan berdasarkan nilai guna.
(3) Penyusutan _ dilaksanskan _ Ceo8%
kepentingan pencipta arsip, masyse
(4) Penyusutan arsip meliputi KB 2
a. Pemindahan arst
kearsipan;



b. Pemusnahan arsip yang telah habis retensinya dan tidak
memiliki nilai guna dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Pératuran perundang-undangan;dan

¢. Penyerahan arsip statis oleh pencipta arsip kepada

5 Pelel!.lbaga kearsipan.

NCIpta  arsip merencanakan, mengendalikan ~dan
mendokumentasikan kegjatan penyusutan.

Bagian Kedua
Pemindahan Arsip
Pasal 3

1) Pemi i
(1) n(::nndahan arsip inaktif  dilaksanakan dengan
Mperhatikan bentuk dan media arsip.

(2) Pemindahan ip i
arsip inaktif i i
(1) P sebagaimana dimaksud pada ayat

Sanakan melalui kegiatan:
. penyeleksian arsip inaktif:
b. Pembuatan daf! TS : s by .
N tar arsip inaktif yang akan dipindahkan;
@ ‘; Penataan arsip inaktif yang akan dipindahkan.
d:::::akl;:“ arsip inaktif di lingkungan pemerintahan
- Kabupaten/kota dilakukan sebagai berikut:

4. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi di bawah
10 (Sfpuluh) tahun dilakukan dari unit pengolah ke unit
kearsipan di lingkungan satuan kerja pemerintah daerah
zta“ penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;

an

b. pemindahan arsip inaktif yang memiliki retensi sek

kurangnya 10 (sepuluh) tahun dilakukan dari
arsip di lingkungan satuan kerja pemerintah
penyelenggara pemerintahan daerah kabu
lembaga kearsipan daerah kabupaten/kotz
(4) Pemindahan arsip inaktif dari unit v
kearsipan menjadi tanggung jawab pimpinan
(5) Pemindahan arsip inaktif sebagaimana di
(1) dilaksanakan setelah melewati retensi ars
(6) Pelaksanaan pemindahan arsip inakt
dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan |
berita acara dan dilampiri daftar a
dipindahkan.

(7) Berita acara dan daftar arsip inaktif
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) d
pimpinan unit pengolah dan pimpinan ur

(8) Pemindahan arsip inaktif di lingkungan

diatur oleh pimpinan BUMN dan |
pedoman yang ditetapkan oleh Kepala AN




Bagian Ketiga
Pemusnahan Arsip
Pasal 4

L. Pemusnahan arsip sebagaimana dalam pasal 2 ayat (4) huruf
b, dilakukan terhadap arsip yang telah memenuhi kriteria
Seb.agai berikut :

&. tidak memiliki nilai guna

b. telah habis retensinya dan berketerangan dimusnahkan
berdasarkan JRA;

C. tidak gqdg peraturan  perundang-undangan  yang

rf“’l‘”'*ms;dan

i g lt.ldak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

- Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) menjadi tanggungjawab kepala masing-masing
Pimpinan unit.

Pasal 5

l:' osedur pemusnahan arsip berlaku ketentuan sebagai berikut:
- Pembentukan panitia penilai arsip;
b. penyeleksian arsip;
¢ pembuatan daftar arsip usul musnah oleh Arsiparis di unit
kearsipan;
d. pem'lgjan oleh panitia penilai arsip;
€. permintaan persetujuan dari pimpinan Pencipta Arsip;
f. penetapan arsip yang akan dimusnahkan; dan
8. pelaksanaaan pemusnahan.

Pasal 6

1.Prosedur pemusnahan arsip sebagaime

berjenjang dengan tingkatan sebagai berikut :

a. pemusnahan arsip ditingkat Unit Pengolah;

b. pemusnahan arsip ditingkat Unit Kearsipas

c. pemusnahan arsip ditingkat Unit Kearsipa

d. pemusnahan arsip ditingkat Unit Kearsipe

2. Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaima

ayat (1) menjadi tanggungjawab kepal
pimpinan unit.

Pasal 7

(1) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan dith
adalah arsip yang memiliki masa simpan
tahun. -

(2) Jenis arsip yang dapat dimusnz
Kearsipan Il adalah arsip yang mem
(satu) sampai dengan 3 (tiga) tahun.

(3) Jenis arsip yang dapat
Kearsipan 1 adalah arsip yang memil
dari 3 (tiga) sampai dengan 10 (sepul



St t unit

(4) Jenis arsip yang dapat dimusnahkan ditingka
kearsi ip yang : :
a, mezﬁuanuql izl:};if:spaiylcbigh dari 10 (sepulub) tahun; 427
b. telah disimpan di Unit Kearsipan I.

(5) Disamping kriteria sebagaimana dimaksu
Sampai dengan ayat (4), jenis arsip yang dapat
harus memenuhi kriteria sebagaimana dim
Pasal 4 ayat (1).

d pada ayat (1)
dimusnahkan
aksud dalam

Pasal 8

Pemusnahan arsip yang memiliki masa simpan kurang dari 1
(satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1)

dilakukan setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Kepala
Perangkat Daerap,.

Pasal 9

(1) P eMmusnahan arsip yang memiliki masa simpan 1 (satu)
Sampai dengan 3 (tiga) tahun sebagaiman dimaksud dalam

Pasal 6 ayat () ditetapkan Kepala Perangkat Daerah setelah

mendapat :
a. pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip perangkat
daerah; dan
b. persetujuan tertulis dari kepala Lembaga Kearsipan
Daerah.
(2) Panitia penilai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dibentuk di setiap Perangkat Daerah.
(3) Keanggotaan panitia penilai arsip Perangkat
sckurang-kurangnya memenuhi unsur:
a. pimpinan unit kearsipan sebagai ke
anggota;
b. pimpinan unit pengolah yang
dimusnahkan sebagai anggota;dan
c. arsiparis sebagai anggota.

Pasal 10

(1) Pemusnahan arsip yang memiliki masa

ditetapkan Kepala Perangkat Daerah sett
a. pertimbangan tertulis dari panitia
Kabupaten;dan
b. persetujuan tertulis dari Bupati.
(2) Panitia penilai arsip scbagaimana dim:
(1) huruf a ditetapkan dengan Keputu
3) ilaian arsip dilaksanakan oleh p
Perangkat Daerah.




(4) Pengajuan persetujuan 1 huruf b
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) i panils
dilakukan setelah berkoordinasi dengan panitid P
arsip, - di

() Pelaksanaan pemusnahan arsip R t
tanggungjawab kepala Unit Kearsipan perangka
Daerah,

Pasal 11

(1) Peﬂ.lusnahan arsip yang memiliki masa simpan lebih
dari 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat:
a.pertimbangan tertulis dari panitia penilai arsip

Kabupaten; dan

@) :;e lr’lersjetujuan tertulis dari kepala ANRL. ;
28 8ajuan persetujuan pemusnahan arsip
dﬂaigmmana dimaksud pada ayat (1) huruf b

sanakan Lembaga Kearsipan Kabupaten setelah
mem.lapat rekomendasiKepala Perangkat Daerah
pencipta arsip.

@3) Pelaksanaan  pemusnahan  arsip  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat
Daerah penciptaarsip dan Lembaga Kearsipan
Kabupaten.

(4) Kepala unit kearsipan 1 bertanggungjawab dalam

mengontrol mekanisme dan prosedur pemusnaharn
arsip. 4

Pasal 12

Tugas panitia penilai arsip Perangkat Daerah
dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) adalah sebag
a. mengiventarisasi dan mengidentifikasi ar
dipindahkan; 3
b. menilai arsip yang akan dimusnahkan dat
c. Memberikan saran, masukan dan
pelaksanaan pemindahan, pemus
penyerahan arsip kepada kepala Per
pencipta arsip; :
d.Membuat daftar arsip yang
dimusnahkan atau diserahkan;
e. melakukan pendokumentasian kegiatan

Pasal 13

Pelaksanaan pemusnahan arsip sebagaiman

P“al.;,ampaxdenganPasallldilaksan.‘
sebagaimana tercantum dalam lampir:



Bagian Keempa-t
Penyerahan Arsip
Pasal 14

aksud dalam pasal

(1) Penyer : i dim :
yerahan arsip sebagaimana 8 ot pe ncipta

2 ayat (4) huruf c dilakukan oleh P
arsip.
> Penyerahan arsip sebagaimana dimaksud p2
dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5
tahun.
®) Peny erahan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)dﬂ?kuk.an dengan ketentuan:
a.arsip diserah terimakan oleh pencipta arsip
" Lembaga Kearsipan Daerah; dan
.pelaksgnaan serah terima arsip dilakukan setela.h
melz‘ﬂm proses seleksi dan penilaian oleh panitia
penilai arsip.

da ayat (1)
(lima)

kepada

Pasal 15

(1) Dalam.hal arsip yang telah habis masa simpannya
seba.galm:ina dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf ¢
masih digunakan untuk penyelesaian suatu kasus
dapat dilakukan perpanjangan masa simpan setelah
mendapat persetujuan Panitia Penilai Arsip.

(2) Perpanjangan masa simpan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai dasar penundaan penyerahan
arsip ke Lembaga Kearsipan Daerah. g

Pasal 16

Pasal 13 dan Pasal 14 dilaksanakan mela
sebagaimana tercantum dalam lampiran 5'
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perature

BAB III
DOKUMENTASI PENYUSUTAN
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

Dokumentasi kegiatan penyusutan sebage
dalam Pasal 2 ayat (5) meliputi: '
a. dokumentasi pelaksanaan pemindahan a
b. dokumentasi pelaksanaan pemu.fmah n

bernilai guna dan habis jangka simpa
c. dokumentasi pelaksanaan penyerahan



Bagian Kedua
Pemindahan Arsip
Pasal 18

g;nk:kn:;taﬁ pelaksanaan pemindahan .arsi-
a. Dolcumedalm.n Pasal 16 huruf a terdif’l daf'l:
Unit e tasi pemindahan arsipdari ud't B7
Py e mﬂlpan 11l atau Unit Kearsipan II mellPu.t".
b enyurat pelaksanaan pemindahan ar S1p;
3 B rapat pemindahan;
i s Acaya Pemindahan;
5: ot darsnp yang dipindahkan; dan
b. Dolmmenat;1 l'apomfl fosistan pemicte et
Unit Kearsi ; pemlnc_lahan arsip dari Unit Kearsipan
[ S pan II meliputi :
Aoe mlenenyurat pelaksanaan pemindahan arsip.
: rapat pemindahan;
i' berita acara pemindahan: ;
& glaszrdmlp yang dipindahkan; dan
- Dokumena; lépora_n kegiatan pemindahan. _
e ISI p?mm.dahan arsip dari Unit Kearsipan II ke Unit
meliputi :
1. kep‘.“fusan'Kepala Perangkat Daerah pencipta arsip tentang
: Panitia arsip perangkat daerah;
% surat menyurat pelaksanaan pemindahan arsip;
'gzz:la‘;: rapat pemindahan panitia penilai arsip perangkat
4. rekomendasi pemindahan arsip dari panitia penilai
perangkat daerah;
S.berita acara pemindahan dan daftar
dipindahkan; dan
6. fhoto dan laporan kegiatan pemindahan.

p sebagaimana

I ke

Bagian Ketiga
Pemusnahan Arsip
Pasal 19

Dokumentasi pelaksanaan pemusnahan arsi
dimaksud pada pasal 16 huruf b terdiri dari :
a. Dokumentasi ditingkat unit pengolah meliputi :
1. keputusan kepala perangkat daerah tentang
arsip perangkat daerah;
2. surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;
3.notulen rapat penilaian panitia penilai
daerah; i
4. surat pemmb::ian pemusnahan dari
Perangkat Da H
5. keputusan Kepala Perangkat daerah ten
arsip; 4
6. perjanjian




entasi 1 ti . elipuﬁ " g
21 di tingkat Unit Kearsipan 11l 7 e il
- ke u ni P tia pe
al';ptge Kepala Perangkat Daerah tentang Pan!

. Surat mraﬂgkat d&erah; .

- Notule “MYurat pelaksanakaan pemusnahan;
4. surat 2 "apat hasil penilaian panitia penilai a.l’SIP»
per. el gan pemusnahan dari panitia pé
angkat daerap,.
- Surat usul - H

6. Surat pe

b. Do
1

w N

nilai arsip

usnah kepada Lembaga Kearsipan K.abupaten;
kel‘atsip,m.l 1:::1 juan pemusnahan arsip dari lembaga
7. keputy Upaten;
arsip; e epala perangkat daerah tentang pemusnahan

8. perjanij

Jlan : e 3 - ak
S Penyedia _iaSl:musnahm arsip jika dilaksanakan pih
IOb:l:fttaa:cara Pemusnahan:
e arsi . ’
11. fhoto dap 'P yang dimusnahkan; dan

- Dokumentg laporan kegiatan penusnahan.
1. keputy st ditingkat Unit Kearsipan II meliputi :
. san Kepala Perangkat Daerah tentang panitia penilai

arsip Perangkat Dbt

2. surat men
Yurat pelak. )
3. notulen rapat Pelaksanaan pemusnahan;

hasil penilaian panitia penilai arsip;
4. Surat Pelﬁmb pani penilai arsip;
kabupaten; 8an pemusnahan dari panitia penilai arsip

S. 3
Surat persetujuan pemusnahan arsip dari Bupati;

6.
keputusan kepala perangkat daerah tentang penetapan
Pémusnahan arsip; L

7. petjanjian pemusnahan arsip jika dilaksans
penyedia jasa;

8. berita acara pemusnahan arsip;

9. daftar arsip yang dimusnahkan; dan

10. fhoto dan laporan kegiatan pemusnahan.

- Dokumentasi pemusnahan arsip di tingkat Uni

meliputi :

1. keputusan Bupati tentang panitia penilai arsi

2. surat menyurat pelaksanaan pemusnahan;

3. notulen rapat hasil penilaian panitia penilai a

4. surat pertimbangan pemusnahan dari panit
kabupaten; ,

5. surat persetujuan pemusnahan dari Bupati;

6. keputusan kepala perangkat daerah ter
pemusnahan arsip; S

7. perjanjian pemusnahan arsip jika
penyedia jasa;

8. berita acara pemusnahan;




% surat pery; . tia penilai arsiP
kabupaten- bangan pemusnahan darl panitid o

S. s t
Persety; 4 .,
6. kepy Yuan pemusnahan dari Bupati;
pemut:::hn kcpa.la perangkat daerah tentang penetapal
Peljanjigy, . P Har

8. beri Jasa;

). da_ft:;. :rs: ara Pemusnahan;

10. fhoto da:lp yang dimusnahkan; dan
'aporan kegiatan pemusnahan.

Bagian Keempat
Penyerahan Arsip
Pasal 20

(1) Doky 3
oXUmentag;i Pelaksanaan penyerahan arsip sebagaimana

dimak
a. kep:::ispas ds Pasal 17 huruf ¢ meliputi :

e . 3
Penyerahap af::l: perangkat daerah pencipta arsip tentang

$ geﬂ’::ﬁrr; ui:l:l.‘;/erahan arsip terhadap arsip tertentu apa

berita acara penyerahan-’

g. daftar arsip yang diserahkan; dan

h. ﬂl?to dan laporan kegiatan pemusnahan.
) Pf:nylmpanan arsip hasil dokumentasi

dilaksanakan oleh setiap perangkat daerah.
(3) Arsip yang tercipta dari hsil pemusnahan

diperlukan sebagai arsip vital.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 21

Penyusutan arsip inaktif dibawah 10 (sepuluh)

diserahkan kepada lembaga Kearsipan Kab
Kearsipan I sebelum berlakunya Peraturan
tanggungjawab Lembaga Kearsipan Daerah.



dalam : ra en ;
Beritg Daerahzan Upa 8tahuinya, memerintahkan

ini den,
erangin gan penempatannya

I?Eil:;ata A Bangko
tangga_l 29 me/ 2024

) BUPAT] MERANGIN,
ttd

MUKTI

angkan di Bangko

d
o gal A9 ms) 2024

 tangs
DAERAH KABUP
ETARIS ATEN MERANGIN,

ttd

FAJARMAN

s DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR /2

salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

ALEX SANDER M.P, S.H
NIP. 19751208 200501 1 004




BAB v

PENUTUP
Pasa] 55
g Bupan Inj berlaku Mmulaj tangga] dj dangkan
un
Agar Setiap

o
pengundang,,, Il;ae:g dapat mengetahuinya, memerintahkan
dalam Beritg Dae"&htll(l;:ipft:ﬁas ini dcngan penempatannya

erangm.

Ditet&l)kan di Bangko
Padg tanggal 25 e/ 2024

Pj. BUpPAT MERANGIN,

di Bangko
o s D 2024
ggal
tan,
4

RIS DAERAH KABUPATEN MERANGIy,

FAJ.

RAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2024 NOMOR
AE
gk D



